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BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHJM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Bupati Aceh Besar bersama Dewan Perwakiian Rakyat
Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan
Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019
sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor
903/1405/2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh
Besar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun
Kabupaten Aceh Besar tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang..
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3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun i999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2010 Nornor 110, Tambahan Lembaran
; Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
i M.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
\ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
j Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
i Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

lS.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

| 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
j Nomor 4614);
I 16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
1 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
| Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
I 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

j 18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
j Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
j Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
j Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
j 5533);
| 19.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
j Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
j dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
! Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864),

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

2.1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

j Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah

j terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
I 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan
I Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang



Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara

j Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

f 25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006
1 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
I Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten
j Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran

J Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
j 26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016
j tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
I Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten
Aceh Besar Nomor 55);

27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah Rp1.682.700.000.000,00
2. Belanja Daerah Rp.1.777.700.000000.00 (•)

Surplus/ ( Defisit ) Rp. (95.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan Rp. 100.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.OOP.OO(-)

Pembiayaan Netto Rp. 95.000.000.000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: .. Rp. 0,00
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 134.393.985.300,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rpl.045.749.822.500,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah......Rp. 502.556.192.200,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 60.900.022.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.907.310.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan Sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
d. Pendapatan Zakat/Infaq Rp. 13.200.000.000,00
e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Sejumlah Rp. 49.386.653.300,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis Pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil bukan Pajak

Sejumlah . Rp. 21.083.633.500,00
b.Transfer Umum sejumlah Rp. 772.483.347.500,00
c. Transfer Khusus sejumlah Rp.273.266.475.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Hibah sejumlah Rp. 31.669.800.000,00
b. Dana Darurat sejumlah Rp
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp
d. Dana Penyesuaian sejumlah Rp
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah Rp

0,00
32.367.299.200,00

438.519.093.000,00
80.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1.226.341.005.493,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 551.358.994.507,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 644.605.147.133,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 23.044.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 14.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 6.680.774.600,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah ........................Rp.523.011.083.760,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 15.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 89.599.602.150,00
b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 276.046.825.395,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 185.712.566.962,00
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri
dari ÿ

a. Penerimaan sejumlah Rp. 100.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. 100.000.000.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumlah Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah .. Rp. 10.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembentukan Dana sejumlah *.........Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

1. Lampiran I
2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

Ringkasan APBK;
Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
Rincian APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi BeJanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penanbahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;
Daftar Kegiatan-Kcgiatan Tahun Anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran ini; '

Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6.
7.
8.
9.

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12.Lampiran XII
13. Lampiran XIII

»n



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sebagai Landasan Operasional
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2018 M

20 Rabiul Akhir 1440 H

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 Desember 2018 M

20 Rabiul Akhir 1440 H

ETARIS DAERAH
ACEH BESAR,

ACEH BESA

RDI ALI

NDAR

KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018NOMOR11
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (11/ 152/2018)




